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ABSTRAK :

CATATAN :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan -tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No.26 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.110, TLN N0.5699).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penyediaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, PTN Badan Hukum
menyusun usulan kebutuhan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, dan Rektor
PTN Badan Hukum menyampaikan usulan kebutuhan alokasi Bantuan Pendanaan PTN
Badan Hukum kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku PA sesuai
dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBN, selanjutnya Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi c.g. unit eselon | selaku penanggungjawab program meneliti usulan
kebutuhan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum.

Usulan kebutuhan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dituangkan oleh unit
eselon | selaku penanggungjawab program dalam bentuk rencana kerja dan anggaran
setiap tahun dalam dokumen rincana kerja, RKA-K/L pagu anggaran, dan/atau RKA-K/L
alokasi anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.Usulan kebutuhan
alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dituangkan oleh unit eselon | selaku
penanggungjawab program dalam bentuk rencana kerja dan anggaran setiap tahun dalam
dokumen rencana kerja, RKA-K/L pagu anggaran, dan/atau RKA-K/L alokasi anggaran
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum ditetapkan dalam APBN/APBN-
Perubahan, untuk selanjutnya diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan
pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

Rektor PTN Badan Hukum bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Bantuan
Pendanaan PTN Badan Hukum yang diterimanya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku PA menyelenggarakan pengawasan
dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Keuangan serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat
melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Bantuan Pendanaan PTN
Badan Hukum sesuai dengan kewenangannya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
165/PMK. 02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal
24 Juli 2015.



